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RINGKASAN  

Ayu Aprilia, 2021, NPM 21701091073, Program Studi Adiministrasi Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Kebijakan Pemerintah Desa 

Terhadap Bantuan Desa Di Masa Pandemi Covid 19, Dosen Pembimbing  I : Prof. 

Dr. Yaqub Cikusin, M.si, Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.M.  

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan Kebijakan 

Pemerintah Desa tentang pelaksanaan pembagian bantuan sosial yang belum 

merata di masa pandemi covid 19 di Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan 

Banyuputih Kapubaten Situbondo. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pembagian bantuan yang belum 

merata, Bantuan sosial sudah dibagikan secara merata atau belum, dampak yang 

ditimbulkan akibat bantuan yang belum merata. di Desa Kebangsaan Wonorejo. 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: Kebijakan Pemerintah Desa 

terhadap pembagian bantuan sosial di masa pandemi covid 19 kepada masyarakat 

Desa Kebangsaan Wonorejo, Bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo sudah 

dibagikan secara merata atau belum, Dampak yang ditimbulkan dari pembagian 

bantuan yang tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif. Peneliti 

memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kebijakan pemerintah desa terhadap 

bantuan desa kebangsaan wonorejo, Pembagian bantuan oleh pemerintah desa, 

Partisipasi masyarakat pada saat pembagian bantuan, Pembangunan berkelanjutan 

setelah adanya covid 19. 

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Sosial, Dampak 
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SUNMARRY 

Ayu Aprilia, 2021, NPM 21701091073, Program Studi Adiministrasi Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Kebijakan Pemerintah Desa 

Terhadap Bantuan Desa Di Masa Pandemi Covid 19, Dosen Pembimbing  I : Prof. 

Dr. Yaqub Cikusin, M.si, Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.M.  

This research is the result of a study that describes the Village Government's 

policy regarding the implementation of the unequal distribution of social 

assistance during the COVID-19 pandemic in Wonorejo Nationality Village, 

Banyuputih District, Situbondo Regency. The importance of this research is to 

find out how the village government policies in the distribution of assistance are 

not evenly distributed, social assistance has been distributed evenly or not, the 

impact caused by the uneven assistance. in the Wonorejo National Village. The 

purpose of this research is to find out: Village Government policies on the 

distribution of social assistance during the covid 19 pandemic to the Wonorejo 

Nationality Village community, Assistance in Wonorejo Nationality Village has 

been distributed evenly or not, Impacts arising from the unequal distribution of 

assistance on community survival . 

This research method uses a descriptive qualitative approach. The researcher 

chose the qualitative type with the descriptive method aimed at getting a clear and 

real picture of what was happening in the field as a whole. 

The results of this study indicate that: The village government's policy towards the 

assistance of the Wonorejo national village, the distribution of assistance by the 

village government, Community participation during the distribution of aid, 

Sustainable development after the covid 19. 

 

Keywords: Policy, Social Assistance, Impact 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan menjadi sarana pemecahan atas segala masalah dan Tindakan yang 

terjadi, Kebijakan adalah sebagai pedoman untuk membuat keputusan komitmen 

dan untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit 

maupun luas. Dalam hal ini Pemerintah Desa adalah instansi yang berada pada 

tingkat yang paling bawah, Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan 

yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial 

melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, 

penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, hubungan 

hubungan sosial (Sumarnonugroho,1987:28) 

Virus corona adalah sebagai wabah bencana yang sedang terjadi saat ini, yang 

menyerang seluruh dunia salah satunya adalah Indonesia. Wabah virus corona ini 

menimbulkan dampak yang signifikan salah satunya adalah dampak 

perekonomian, dimana perkonomian menjadi lumpuh. Beberapa dampak yang di 

akibatkan adanya covid 19 adalah tekananan besar yang dialami oleh perusahaan 

manufaktur otomotif yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi, sektor 

pariwisata, tranportasi, perhotelan, restoran dan lain-lain.  Dengan adanya dampak 

yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 semua masyarakat mengalami kerugian, 

Akhirnya Pemerintah mengeluarkan berbagai skema kebijakan, salah satunya 
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adalah kebijakan dalam pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang 

berdampak pandemi covid 19. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan 

beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Ada beberapa bantuan 

yaitu Pembagian Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai),dana desa, Listrik 

Gratis, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji Karyawan, dan BLT usaha mikro kecil.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Peraturan Bupati Situbondo No.23 Tahun 2020 tentang Pedoman penyaluran 

bantuan sosial dalam rangka penangan dampak Pandemi Corona Virus Disease 

2019 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 

Situbondo 

Pemerintah melakukan pembagian bantuan dengan menggunakan data desa 

yang dikirim ke pemerintah pusat dan kemudian bantuan tersebut dibagikan ke 

masyarakat akibatnya bantuan tersebut tidak tepat sasaran dikarenakan data yang 

dimiliki oleh pusat dan daerah adalah data yang ada telah usang dan tidak releven 

lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang 

tidak mendapatkan bantuan sebelum covid 19 sekarang juga membutuhkan 

bantuan tersebut mengingat Covid 19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.  

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang banyak salah 

sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan 

sosial itu sendiri, karena pada dasarnya bantuan sosial ini untuk membantu 

melindungi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19. Sehingga 
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Sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial akan tetap 

kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sebaiknya 

pemerintah lebih memperbaiki sistem bantuan agar tetap bisa menyambung hidup 

dan tetap bertahan dirumah saja selama masa pandemi covid 19. 

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi dan pendapan selalu menjaid 

pembicaraan yang menarik bagi Negara maju dan Negara berkembang , karena 

kedua perubahan tersebut hamper dialami oleh semua Negara didunia. Dengan 

tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang bervariasi, hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan kondisi, perbedaan sosial, ekonomi dan politik di 

suatu Negara. Penanggulangan kemiskinan sangat penting dan mendapat 

perhatian karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, 

sehingga mengakibatkan antara lain tingginya beban sosial-ekonomi, rendahnya 

produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan 

merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah. 

Pandemi Covid-19 terbentuk dari perubahan yang tidak direncanakan, di mana 

perubahan yang tidak direncanakan itu merupakan perubahan yang terjadi di luar 

jangkauan pengawasan atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat 

menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Manusia pun berharap 

agar wabah ini lenyap dari kehidupan secepat mungkin. Hadirnya wabah  ini 

seakan menguasai tatanan pola kehidupan masyarakat. Sudah cukup penderitaan 

manusia yang dialami, bumi yang dilanda bencana-bencana yang mengerikan dan 

merugikan, ditambah lagi dengan munculnya virus yang sangat mematikan. Oleh 

karena itu, kita berharap agar pandemi ini segera berlalu. Harapan kita ialah 



4 

 

tatanan pola kehidupan masyarakat kembali pulih. Sehingga kita bisa menikmati 

kembali tatanan kehidupan sosial yang saat ini tengah terkatung-katung bersebab 

Corona.  

Fenomena yang terjadi di Desa Kebangsaan Wonorejo ialah Kebijakan 

Pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang berdampak 

virus covid 19 yang belum jelas. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar 

terhadap pembagian bantuan yang tidak sesuai dan belum efektif.. 

Dalam kurung waktu lama Covid 19 melanda hampir Sebagian besar Negara 

di dunia. menimbulkan situasi yang gaduh serta ketidakpastian sepanjang 

pandemi, termasuk di Desa Kebangsaan Wonorejo sejumlah kebijakan 

dikeluarkan untuk mengatasi dampak yang timbul akibat virus Corona, kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam masa pandemi adalah penyaluran 

bantuan kepada terdampak Covid 19. Namun kurangnya informasi kepada 

masyarakat Di Desa Kebangsaan Wonorejo menyebabkan data-data warga yang 

seharusnya mendapat bantuan tidak tervalidasi dengan baik, misalnya data warga 

yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Hal 

tersebut dikarenakan pemerintah masih menggunakan data yang lama sehingga 

tidak tepat sasaran. ( wawancara pada tanggal 28 september 2020) 

Upaya pemerintah dalam penanggulan covid 19 yaitu dengan cara 

memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial yang diterima masyarakat Di Desa 

Kebangsaan Wonorejo tidak merata. Hal tersebut dibuktikan dengan warga yang 

memperoleh bantuan secara acak yang hanya berupa bantuan sembako padahal 
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seharusnya dari pemerintah pusat ada bantuan langsung tunai yang seharusnya 

diterima oleh masyarakat. (wawancara pada tanggal 28 september 2020) 

Hal ini didukung juga dengan adanya surat keputusan dari pemerintah 

provinsi yang belum turun sehingga pelaksanaan program bantuan covid 19 

mengalami kendala yang cukup signifikan, oleh karena itu program bantuan 

terlaksana dengan efektif. 

Kurangnya transparansi dari pemerintah desa dalam memberikan bantuan 

sosial kepada masyarakat Desa Kebangsaan Wonorejo, pemerintah desa tidak 

memberikan informasi mengenai anggaran yang digunakan untuk memberikan 

bantuan kepada masyarakat, konfirmasi dari Kepala Desa Kebangsaan Wonorejo 

tidak menyebutkan belum adanya bantuan khusus bagi yang terdampak covid 

19.(wawancara pada tanggal 28 september 2020) 

Evaluasi program bantuan covid 19 di Desa Kebangsaan wonorejo perlu 

dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut perlu 

dilakukan untuk meminimalisir bagi yang belum mendapatkan bantuan sosial 

yang belum merata. ( wawancara pada tanggal 28 september 2020) 

Kepala Desa, Desa Kebangsaan Wonorejo mengeluarkan Peraturan Daerah 

mengenai Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Peraturan PSBB ini 

sebenarnya berdampak pada aktivitas warga didesa dikarenankan mereka harus 

dibatasi keluar masuk dengan jam yang telah ditentukan kepala desa. (wawancara, 

pada tanggal 28 september 2020) 

Bantuan-bantuan desa dilakukan melalui satgas covid penanganan segela 
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bentuk kekurangan dan tidak keberdayaan desa disuport dari satgas kecamatan dan 

juga satgas kabupaten terutama adalah penyemprotan disinfektan melalui mobil 

watercanon , itu dilakukan pada awal desa kebangsaan wonorjo sudah terkonfirm 

positif corona dan menjadi ketat peraturan, kemudian memberikan sembako-

sembako diwilayah yang terkonfirm tersebut dan memberikan sosialisasi supaya 

masyarakat bisa memahami untuk menghindari tertularnya virus corona. Akan 

tetapi pemberian sembako ini ternyata diberikan tidak merata kepada warga di 

Desa Kebangsaan Wonorejo. Dengan adanya fakta ini dilapangan menarik minat 

peneliti untuk melihat dan memperhatikan kebijakan apa saja yang diterapkan 

oleh pemerintah dalam memberikan bantuan selama Covid-19 kepada masyarakat 

di Desa Kebangsaan Wonorejo. 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA 

TERHADAP BANTUAN DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus 

Desa Kebangsaan Wonorejo Kec.Banyuputih Kab.Situbondo)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Memberikan Bantuan 

kepada warga di Desa Kebangsaan Wonorejo pada saat covid 19? 

2. Mengapa bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo belum dibagikan secara 

merata dari Desa untuk warga pada massa pandemi covid 19? 

3. Apakah dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang tidak 

merata terhadap kelangsungan masyarakat di Desa Kebangsaan 

Wonorejo? 
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C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa di 

Masa Pandemi COVID 19; 

2. Untuk mengetahui bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo sudah 

dibagikan secara merata atau belum; 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang 

tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi Pemerintah Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan 

Banyuputih Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini yaitu Kepala Desa dalam 

mengoptimlalkan Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Di 

Masa Pandemi Covid 19. 

2. Secara teoritis penelitian ini dapat dapat memberikan kontribusi 

pemikiran, khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Publik mengenai 

Kebijaka Pemerintah Desa khususnya dalam Bantuan Sosial di Masa 

Pandemi Covid 19 di Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih 

Kabupaten Situbondo. 

3. Serta mampu memberikan gambaran strategi kepada Pemerintah Desa 

Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuptuih Kabupaten Situbondo 

khususnya dalam menangani Bantuan Sosial terhadap masyarakat di Masa 

Pandemi Covid 19. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian dan pembahasan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a) Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan bantuan kepada 

warga desa kebangsaan wonorejo telah melakukan pembagian 

bantuan sosial kepada warga  yang terdampak covid 19 sesuai dari 

pemerintah pusat dan masih belum tepat sasaran. 

b) Pembagian bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo mengalami 

permasalahan terhadap pembagian bantuan sosial yang belum 

merata dan pemerintah memberikan peluang partisipasi agar 

masyarakat tidak terjadi kesalahpahaman atas bantuan sosial pada 

masa covid 19. 

c) Dampak dari pembagian bantuan yang belum merata terhadap 

kelangsungan masyarakat mengalami dampak pada perubahan 

sosial ekonomi yang semakin lemah. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam mensejahterakan 

petani harus dilakukan dengan baik dan optimal, supaya sesuai dengan 

sasaran. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti: 
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a) Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan bantuan kepada warga desa 

kebangsaan wonorejo harus lebih bisa melakukan pembagian bantuan 

dengan efektif agar bantuan sosial pada masa pandemi covid 19 bisa di 

bagikan tepat sasaran. 

b) Pembagian bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo saat ini pemerintah 

desa melakukan musyawarah bersama perangkat desa dan juga masyarakat 

yang harus ikut meluangkan aspirasi partisipasi agar bisa menjalankan 

pembagian bantuan sosial ini supaya bisa lebih tepat sasaran. 

c) Dampak dari pembagian bantuan yang belum merata terhadap 

kelangsungan masyarakat, seharusnya masyarakat sendiri pun tidak boleh 

bergantung atas pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah 

karena saat ini semua kalangan sedang mengalami perubahan sosial 

ekonomi dan belum tentu pembagian bantuan ini bisa mencukupi 

ketubuhan sehari-hari. 
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Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa Pelayanan publik adalah 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan  

Undang-Undang1945 Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia. 
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